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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang terkait dengan perilaku birokrasi 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan faktor penentu perilaku perilaku 

birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang terkait dengan perilaku 

birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, bahwa perilaku birokrasi 

yang berada di Kantor Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato, belum 

sepenuhnya dilaksanakan dengan baik sebagaimana yang tertuang dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Pasal 12 Tahun 2011 dengan 

menerapkannya melalui Orientasi pelayanan, Integritas pelayanan, 

Komitmen, Disiplin, dan Kerja sama. dari berbagai aspek yang ada terdapat 2 

aspek terlaksana dengan baik meskipun masih terdapat sedikit sifat gesekan 

yang dilakukan oleh aparat birokrasi yaitu aspek Orientasi yang dimana  

aparat birokrasi telah menunjukan sifat sopan santun, ramah, meskipun hanya 

berlaku untuk orang-orang tertentu, dan juga aspek Kerja sama yakni dimana 

kertja sama yang dilakuakan oleh aparat birokrasi sudah terjalin dengan baik 

meskipun tidak terjalin secara harmonis. Sementara 3 aspek lainnya belum 

terlaksana dengan baik, yakni aspek Integritas yakni dimana masih terdapat 

beberapa aparat birokrasi tidak berada ditempat pada saat jam kerja 

sehingganya membuat pelayanan tidak berjalan secara normal, sementara
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 pada aspek  Komitmen, masih banyak aparat birokrasi yang tidak paham atas 

tupoksi yang kepada kepada mereka, dan pada aspek Displin yakni masih banyak 

aparat birokrasi yang lalai akan tanggung jawab mereka sehingga menyebabkan 

pelayanan tidak berjalan dengan normal.  

2. Faktor penentu perilaku birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor Kepemimpinan, Kompetensi, 

Pemberian penghargaan, dan Ketersediaan fasilitas kerja yang dapat 

membantu untuk menerapkan perilaku birokrasi dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik yang bekerja di Kantor Kecamatan Lemito Kabupaten 

Pohuwato. Namun dalam hal itu,  masih terdapat beberapa faktor yang harus 

ditingkatkan, diantaranya faktor kepemimpinan yang jarang memberikan 

semangat, motivasi, maupun evaluasi pada aparat birokrasi dalam hal untuk 

mengembangkan pekerjaan mereka, adapun faktor lainnya yang harus 

diperhatikan adalah Kompetensi aparatur yang sudah mulai menurun, 

pentingnya Pemberikan penghargaan bagi aparatur birokrasi yang bekerja 

lembur dan juga Ketersediaan fasilitas kerja yang kurang  

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan sebelumnya, maka peneliti 

dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1. Perlu adanya kesadaran langsung baik dari pemimpin maupun aparat 

birokrasi mengenai arti pentingnya perilaku apa yang seharusnya mereka 
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perlihatkan kepada penerima layanan publik sehingga dampak tersebut dapat 

berpengaruh juga pada pelayanan yang mereka berikan. 

2. Perlu adanya sifat ketegasan dari seorang pemimpin untuk mengoptimalkan 

pelayanan publik yang ada. 

3. Perlu adanya evaluasi selama 3 bulan sekali oleh seorang pemimpin kepada  

bawahannya untuk mengukur sejauh mana kompetensi yang telah dimiliki. 

4. Untuk tercapainya kualitas palayanan publik yang baik. diperlukan 

panambahan fasilitas kantor misalnya  komputer untuk menunjang suatu 

pekerjaan mereka. 
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